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ABSTRAK 

Robiyatul Adawiyah, (2023):     Larangan Pernikahan Satu Marga Perspektif 

Hukum Islam di Desa Panyabungan Jae 

Kecamatan Panyabungan Kabupaten 

Mandailing Natal Sumatra Utara.  

 

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh larangan pernikahan satu 

marga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panyabungan Jae, yang mana 

pernikahan satu marga di adat Mandailing adalah pernikahan yang dilarang, 

sedangkan dalam hukum Islam tidak ada larangan seseorang menikah dengan 

marga yang sama.  

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya 

larangan pernikahan satu marga di Desa Panyabungan Jae dan bagaimana 

pandangan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang melakukan pernikahan 

satu marga. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pandangan Perspektif Hukum Islam terhadap pernikahan satu marga. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di 

Desa Panyabungan Jae. Populasi pada penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri 

dari 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 3 pasangan yang melakukan 

pernikahan satu marga, dengan mengunakan teknik “total sampling”. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data 

primer berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan dilengkapi  dengan  

data  sekunder.  

Hasil penelitian penulis yaitu Penyebab larangan pernikahan semarga 

karena akan merusak tata cara tutur dan tata cara adat. Pandangan tokoh adat 

mengenai pernikahan satu marga adalah perkawinan yang tidak dibenarkan dalam 

adat Mandailing. Pandangan tokoh agama mengatakan larangan pernikahan 

semarga adat Mandailing tidak sesuai dengan ajaran Islam karena larangan 

tersebut tidak terdapat dalam unsur nasab yang dilarang oleh hukum Islam. 

Pandangan para pengantin yang melakukan pernikahan satu marga mengatakan 

alasan dari menikah semarga ini mereka melihat dalam segi agama itu tidak ada 

masalah jika dikaitkan dengan nasab keturunannya. Perspektif Hukum Islam 

tentang larangan pernikahan satu marga yaitu di dalam al-Qur'an sendiri tidak 

terdapatkan ayat yang mengharamkan pernikahan satu marga, dengan demikian 

seseorang boleh dan sah menikahi dengan sesama satu marga.  

 

Kata Kunci : Marga, Adat, ‘urf 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan “suatu perjanjian antara laki -laki dan 

perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi”.
1
Dalam Undang - Undang 

Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan atau 

pernikahan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
2
 

Dengan demikian, pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi 

kehidupan yang baru pula. Ibarat membangun sebuah bangunan, harus 

diperlukan persiapan yang matang. Dimulai dari memilih bahan bangunan, 

kenyamanan dan keramahan lingkungan, sampai dengan memilih perabot 

rumah tangga yang selaras. Semuanya harus benar-benar diperhatikan. Bila 

tidak, bangunan yang indah dan mewah akan memberikan kekecewaan. 

Secara teoritis dan normatis suami istri memiliki tanggung jawab dan 

kewajiban-kewajiban besar di dalamnya untuk mewujudkan dan menegakkan 

sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rohmah. Oleh karena 

itu sebelum seseorang memutuskan untuk memasuki jenjang pernikahan, 

mereka harus memenuhi persyaratan dan persiapan yang cukup. Hal ini 

                                                             

1 Depdikud,   kamus   Umum   Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 689 

2
 Hasbullah bakry Kumpulan Lengkap undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di 

Indonesia, (Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 2010), h. 3 
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diperlukan agar kedua calon suami isteri memilki kesiapan dan kematangan 

secara jasmani dan rohani. 
3
 

Dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pengertian 

perkawinan adalah “Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah 

SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 
4
Dari beberapa pengertian 

diatas dapat di ketahui bahwasanya pernikahan atau perkawinan itu adalah 

ikatan perjanjian yang dibentuk melalui akad (ijab qabul), antara laki-laki dan 

perempuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah 

sebagai bentuk ketaatan kepada allah yang sifatnya adalah ibadah. Allah 

berfirman dalam Al-Qur‟an :  

ةً  ىَدَّ ا الِيَۡهاَ وَجَعَلَ بيٌَۡكَُنۡ هَّ فسُِكُنۡ اسَۡوَاجًا لِّتسَۡكٌُىُۡۤۡ ًۡ يۡ اَ وَهِيۡ اٰيٰتِه اىَۡ خَلقََ لكَُنۡ هِّ

زُوۡىَ  يٰتٍ لِّقىَۡمٍ يَّتفَكََّ رَحۡوَتً اىَِّ فىِۡ ذٰ لكَِ لََٰ  وَّ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Q.S 

Ar-Ruum [30]: 21).
5
 

 

Diperintahkan juga para wali untuk menikahkan anak-anak mereka yang 

masih membujang, atau masih gadis sebagaimana firman Allah yang 

berbunyi:  

                                                             

3
Abu Abdurrahman bin Abdurrahman Ash-Shahibi, Petunjuk Praktis dan Fatwa 

Pernikahan, (Jakarta Selatan: Najla Press, 2013), h. 25 

4
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), 

cet. Ke-3, h. 114 

5
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 

2005), Cet, ke-5, h. 406 
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ءَ  ى ِكُنْْۗ اىِْ يَّكُىًْىُْ  فقُزََاۤۡ
لحِِيْيَ هِيْ عِباَدِكُنْ وَاهَِاۤۡ ٌْكُنْ وَالصّٰ وَاًَْكِحُىا الَْيَاَهٰى هِ

ُ وَاسِعٌ عَليِْوٌا ْۗ وَاّللّٰ ُ هِيْ فضَْلِه   يغٌُْهِِنُ اّللّٰ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, 

dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah 

akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan 

Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.(Q.S An-Nur 

[24]: 32).
6
  

 

Bangsa Indonesia mengenal nilai-nilai budaya yang terdapat pada 

setiap suku bangsa yang terus diupayakan oleh pemerintah untuk dilestarikan 

dan dikembangkan. Setiap suku bangsa memiliki khas dan adat tersendiri. 

Adat istiadat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat kita adalah merupakan 

suatu pencerminan daripada kepribadian suatu daerah atau bangsa. Oleh 

karenanya, setiap suku bangsa di dunia ini memiliki budaya dan tradisi yang 

berbeda pula namun ada beberapa diantaranya memiliki kesamaan. Justru 

perbedaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang 

terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. 

Setiap masyarakat mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan 

karakter yang dimiliki oleh masyarakat lain dalam nilai-nilai budaya yang 

merupakan pedoman atau pola tingkah laku yang menuntun individu-individu 

yang bersangkutan dalam berbagai aktivitasnya sehari-hari. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh masyarakat dimana individu-individu tersebut 

                                                             

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan,(Jakarta: Syamil Cipta Media,2005), 

Cet, ke-5,h.406 
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bergaul dan berinteraksi dengan orang lain kemudian membentuk kebudayaan 

baru dalam pranata kehidupan bermasyarakat.
7
 

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) 

yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur 

tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum atau 

peraturan terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok 

budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok, yang bertujuan untuk 

menciptakan keharmonisan pada kelompok tersebut. 

Dalam suku Mandailing menganut patrilineal, yaitu mengikuti 

keturunan sebelum bapak atau orang tua lelakinya, oleh karena itu hanya laki-

laki saja yang menyambung marga bapaknya dan bukan marga dari pihak 

ibunya, maka nama-nama marga atau clan nama-nama suku mandailing, baik 

pria dan wanita suku mandailing memakai marga berasal dari nama marga 

bapaknya (orang tua laki-laki). Bagi wanita suku Mandailing yang bermarga 

tetap memakai marga bapaknya (orangtua laki-laki) dan tidak memakai marga 

suaminya setelah menikah. 
8
 

Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu: Pertama, exogami yaitu 

seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga 

dengannya. Kedua, endogami yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi 

perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang 

menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga, eleutrogami yaitu seorang laki-

laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun 

                                                             

7
 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1968), h. 90 

8
 Basyral   Hamdi,   Madina yang Madani,  (Jakarta: PT. Metro Pos, 2004), h. 277. 
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di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah 

ditentukan hukum Islam dan hukum perundangundangan yang berlaku.
9
 

Pernikahan orang Mandailing adalah pernikahan orang diluar 

marganya, sehingga pernikahan satu marga dilarang. Masyarakat Mandailing 

pada umum nya mengatur atau menganut paham pernikahan eksogami yang 

mengaharuskan pernikahan dengan beda marga, dengan kata lain pernikahan 

merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita 

semarga.
10

 

Dalam masyarakat Mandailing unsur nasab yang dilarang dalam 

pernikahan lebih jauh lagi yaitu ”semarga”, dalam masyarakat adat  

Mandailing, pernikahan semarga dilarang karena masyarakat adat Mandailing 

beranggapan jika bertemu dengan orang yang semarga, maka orang itu 

dianggap seperti saudara sekandung. Dengan alasan masih mempunyai 

hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga yang ada. 

Anggapan sekandung bagi keluarga semarga dalam adat Mandailing meskipun 

secara hukum pernikahan Islam tidak semua ikatan keluarga di larang dalam 

menikah.
11

 

Perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan 

perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah 

perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga 

sama (lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama 

                                                             

9
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 

67-69. 

10
 L. Elly AM. Pandiangan, “Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat 

Batak Toba” Jurnal Vol. 2 No. 3, Desember 2016, h. 459 

11
 Basyral   Hamdi,   Madina yang Madani,  (Jakarta: PT. Metro Pos, 2004), h. 230 
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dengannya). Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat Mandailing. Setiap 

masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuasi dengan aturan adat yang 

didasarkan oleh dailan na tolu termasuk dalam penyenggaraan upacara adat 

seperti acara kelahiran, perkawinan, kematian dan selainnya. 
12

 

Sedangkan dalam KHI, tidak ditemukan adanya larangan bagi 

perkawinan seorang laki-laki perempuan yang satu marga dengannya, disini 

tidak dikenal dengan adanya perkawinan satu marga atau kawin sumbang. 

Karena hal ini hanyalah praktek perkawinan yang menggunakan hukum adat 

istiadat. Sehingga muncul sesuatu persoalan apakah perkawinan tersebut syah 

atau tidak bila dilaksanakan.  

Jadi masalahnya adalah meskipun sama-sama berasal dari semarga, 

hubungan antara sesorang pria dan wanita yang akan menikah tidak memiliki 

hubungan nasab yang dekat yang menjadi penghalang keduanya untuk 

menikah. Namun apakah adat yang ada dalam masyarakat Mandailing dapat 

menjadi satu hukum adat yang diterima dalam perspektif Hukum Islam perlu 

di teliti lebih jauh.  

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam 

bentuk karya ilmiah yang berjudul: Pernikahan Satu Marga Perspektif 

Hukum Islam di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan 

Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara. 

 

 

 

                                                             

12
 Pandapotan   Nasution,  Uraian   Singkat   Adat   Mandailing Serta Tata Cara 

Perkawinannya, (Jakarta: Widya Press, 1994), h. 56 
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B. Batasan Masalah  

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian 

ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: pernikahan satu 

marga  perspektif hukum Islam di Desa Panyabungan Jae Kecamatan 

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari pemaparan masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apa yang menyebabkan terjadinya larangan pernikahan satu marga di 

Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing 

Natal? 

2. Bagaimana pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat 

Panyabungan Jae  Terhadap Pernikahan Satu Marga ? 

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan satu 

marga di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten 

Mandailing Natal?  

 

D. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui penyebab larangan pernikahan satu marga di Desa 

Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing 

Natal  
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b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh adat, tokoh agama, 

dan masyarakat terhadap pernikahan satu marga di Desa Panyabungan 

Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal 

c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan satu 

marga di desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten 

Mandailing Natal 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan 

akademis keilmuan dalam hukum islam khususnya pada bidang ilmu 

Al Ahwal Al Syakhsiyah.  

b. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi pemahaman 

yang baik sesuai dengan hukum islam,terutama bagi masyarakat yang 

melakukan Pernikahan satu marga  khususnya desa Panyabungan Jae. 

c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

program Al Ahwal Al syakhsiyah di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Qasim Riau.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pernikahan  

a. Pengertian Pernikahan 

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata 

“nikah”, atau kata zawaj. Dalam Al-Qur‟an dan hadist, pernikahan 

disebut dengan an-nikhu dan az-ziwaj/az-zawj atau az-zijah. Secara 

harfiah, an-nikh berarti al-wath'u adh-dhammu dan al-jam'u. Alwath'u 

berasal dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an, artinya berjalan di atas, 

melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan 

bersetubuh atau bersenggama.
13

 

Sedangkan nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau 

sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, 

yang dikenal dalam syariat dengan akad nikah. Sedangkan secara 

syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-

senang dengan perempuan. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

                                                             

13
Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

(Yogyakarta: Pustaka Progressi, 1997), h. 1461 
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Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah 

akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
14

 

b. Landasan Hukum Pernikahan  

1. Al-qur‟an 

لحِِييَ هِ  وَىٰ هٌِكُنۡ وَٱلصَّٰ يكَُىًىُاْ  يۡ عِباَدِكُنۡ وَإهَِائِٓكُنۡۚۡ إىِوَأًَكِحُىاْ ٱلۡۡيََٰ

سِعٌ عَلِينٞ  ُ وَٰ ُ هِي فضَۡلهِِْۦۗ وَٱللََّّ  فقُزََآءَ يغٌُۡهِِنُ ٱللََّّ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui”. ( Q.S. An-nur [24]: 32).
15

  

 

Dalam surah Ar-rum ayat 21 juga dijelaskan tentang nikah 

dimana Allah SWT menciptakan isteri untuk kita agar kita merasa 

tenteram. 

جٗا لِّتسَۡكٌُىُٓاْ إلِيَۡهاَ وَجَعَلَ  يۡ أًَفسُِكُنۡ أسَۡوَٰ تهِِٓۦ أىَۡ خَلقََ لكَُن هِّ  وَهِيۡ ءَايَٰ

ت  لِّقىَۡم  يتَفَكََّزُوىَ  لكَِ لَۡٓيَٰ
ةٗ وَرَحۡوَتًۚۡ إىَِّ فيِ ذَٰ ىَدَّ   بيٌَۡكَُن هَّ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum [30]: 

21). 

 

                                                             

14
 Ibid, h. 228 

15
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 

2005), Cet, ke-5, h. 406 
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2. Undang-Undang  

Undang – Undang No 1.Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 

2 yang berbunyi sebagai berikut:  

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.  

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

3. Kompilasi Hukum Islam  

a. Pasal 4  

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

b. Pasal 5  

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 

setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan 

tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

sebagaimana 34 yang diaturdalam Undang-undang No.22 

Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 

c. Rukun dan Syarat Nikah  

1.  Rukun Nikah  

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk 

didalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan 

tidak adanya rukun karena tidak ada rukun. Berbeda dengan  
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syarat,ia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu, 

sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya 

tidak diperhitungkan. Dalam pernikahan ada beberapa rukun yang 

harus dilaksanakan dan dipenuhi sebagai berikut. 

a. Calon mempelai laki-laki  

b. Calon mempelai perempuan  

c. Wali dari perempuan yang akan mengakadkan perkawinan  

d. Dua orang saksi  

e. Ijab qabul (Akad)  

2. Syarat Nikah  

a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:  

1)  Beragama Islam  

2)  Laki-laki  

3) Tidak karena dipaksa  

4) Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam 

iddah raj‟i)  

5) Bukan mahram perempuan calon isteri  

6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon 

isterinya  

7) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya  

8) Tidak sedang berihrom haji atau umrah  

9) Jelas orangnya  

10) Dapat memberikan persetujuan  
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11) Tidak terdapat halangan perkawinan  

b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:  

1) Beragama Islam  

2) Perempuan  

3) Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)  

4) Tidak bersuami (tidak dalam iddah)  

5) Bukan mahram bagi suami  

6) Belum pernah dili‟an (dituduh berbuat zina) oleh calon 

suami  

7) Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas 

kemauan sendiri, bukan karena dipaksa  

8) Jelas ada orangnya 

9) Tidak sedang berihrom haji atau umroh 

c. Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai 

perempuan dalam suatu akad nikah) 

1) Dewasa dan berakal sehat  

2) Laki-laki.  

3) Muslim  

4) Merdeka  

5) Berpikiran baik  

6) Adil  

7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.  
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d. Syarat-syarat saksi adalah: 

1) Dua orang laki-laki  

2) Beragama Islam  

3) Sudah dewasa  

4) Berakal  

5) Merdeka  

6) Adil  

7) Dapat melihat dan mendengar  

8) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah  

9) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji  

e. Syarat -syarat Ijab Qabul: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria  

3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya  

4) Antara ijab qabul bersambungan  

5) Antara ijab qabul jelas maksudnya  

6) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan 

haji atau umrah  

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 

orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari 

mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.
16

 

 

                                                             

16
Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di  Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 

h. 61 
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            d. Orang-orang yang haram di nikahi 

Pengaharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu : hubungan 

kekerabatan, hubungan perbesaran, dan hubungan sesusuan.
17

 

1. Pengharaman karena hubungan kerabat (nasab) 

Para perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab untuk 

selamalamanya adalah perempuan yang diharamkan untuk 

seseorang karena hubungan nasab kekerabatan. Mereka itu terdapat 

4 macam : 

a) Orang tua seseorang dan nasab ke atasnya yaitu : mereka 

adalah ibu dan nenek (ibunya ibu, atau ibunya bapak) 

b) Anak dan nasab ke bawahnya yaitu : mereka adalah anak 

perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu 

perempuan dari anak laki-laki meskipun dalam posisi cucu 

buyut. 

c) Anak Orangtua yaitu : keturunan ibu-bapak, atau salah satu 

dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka adalah 

saudara perempuan sekandung, atau saudara peremupuan 

sebapak dan seibu, anak perempuan saudara lakilaki dan 

saudara perempuan meskipun mereka berada di posisi cucu 

buyut. 

 

                                                             

17
 Wahbah Az- Zuhaili,  Fiqih Islam Wa  Adillatuh, (Jakarta: Gema Innsani, 2011), h. 125 
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d) Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari 

anak-anak kakek dan nenek yaitu : mereka adalah bibi dari 

pihak bapak dan ibu, baik mereka itu bibi bagi dirinya sendiri 

maupun bibi bapaknya atau ibunya, ataupun bibi salah satu 

kakeknya atau neneknya. 

2. Pengharaman akibat hubungan besanan 

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan juga 

ada 4 jenis : 

a) Istri orang tua yaitu : mereka itu adalah yang memiliki 

hubungan „ashabah ataupun yang mempunyai hubungan 

kerabat. Baik wanita tersebut sudah digauli ataupun belum 

digauli, seperti istri bapak dan kakek yang merupakan 

bapaknya bapak, ataupun bapaknya ibu.
18

 

b) Istri anak yaitu : perempuan-perempuan „ashabah maupun yang 

memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut sudah 

digauli maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi 

perpisahan dengannya akibat perceraian maupu kematian, 

seperti istri anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, 

atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.
19

 

c) Orang tua istri dan nasab ke atasnya yaitu : ibu mertua dan 

neneknya, baik nenek dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. 

                                                             

18
 Ibid, h. 129 

19
 Wahbah Az-Zuhaili, Loc.Cit, h. 130 
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d) Keturunan istri dan nasab ke bawahnya yaitu : maksudnya 

anak-anak tiri, jika seseorang laki-laki telah menggauli istrinya 

maka diharamkan untuk suami. Jika dia belum menggauli 

istrinya, kemudian dia berpisah dengannya sebab perceraian, 

ataupun kematian, maka anak perempuan istri, atau seorang 

anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk 

suami. 

3. Pengharaman akibat hubungan sesusuan 

Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan 

ada 8, yaitu sebagaimana berikut ini :
20

 

1) Pertama, ibu seseorang dari susuan dan nasab ke atasnya, 

yaitu ibu susuan dan para nenek. 

2) Kedua, keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya. Mereka 

adalah anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu 

perempuan anak laki-laki susuan, dan anak perempuannya 

meskipun turun. 

3) Ketiga, keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu, 

saudara-saudara perempuan dari susuan , dan keponakan 

perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak 

perempuannya meskipun turun. 

4) Keempat, keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan. 

Yaitu, bibi dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan. 

                                                             

20
 Wahbah Az-Zuhaili, Loc.Cit, h. 132 
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5) Kelima, ibu mertua dan neneknya dan susuan dan nasab ke 

atasnya. Meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri 

ataupun tidak. 

6) Keenam, istri bapak, dan istri kakek dari susuan dan nasab ke 

atasnya. Meskipun bapak dan kakek telah menggaulinya 

ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan untuknya istri bapak 

nya dari hubungan nasab. 

7) Ketujuh, istri anak, istri cucu dari anak laki- laki dan anak 

perempuan susuan, dan nasab di bawahnya. Meskipun anak 

telah menggaulinya istri istrinya ataupun tidak. Sebagaimana 

diharamkan baginya istri anakanaknya dari hubungan nasab. 

8) Kedelapan, anak perempuan istri dari susuan, dan cucu 

perempuan dari anak-anaknya dan nasab dibawahnya, jika istri 

telah digauli. Jika dia belum digauli, keturunannya dari susuan 

tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana 

halnya kondisi keturunan secara nasab.  

2. 'Urf  

a. Pengertian 'Urf 

„Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam 

arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima oleh 

pikiran yang sehat.
21

 

                                                             

21
A hanafi,  Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 2010),  h. 77 
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Pengertian „urf menurut ahli Fiqh ialah Sesuatu yang telah saling 

dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik 

berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. 

Disebut juga adat kebiasaan.
22 

„Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 

merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan 

maupun perbuatan. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan 

berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan „Urf 

adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan ataupun 

perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan „Urf. 

Adat mencakup seluruh jenis „Urf, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan 

individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, 

tidur, dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut „Urf. Tetapi 

dari sisi yang lain „Urf lebih umum dibanding adat, sebab, adat hanya 

mencakup perbuatan, sedangkan „Urf mencakup perbuatan dan ucapan 

sekaligus.
23

 

b. Dasar hukum „Urf 

Para ulama memandang „Urf sebagai salah satu dalil untuk 

mengistinbathkan hukum Islam hal ini dapat dilihat dari beberapa 

ucapan ulama. Ada juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan 

                                                             
22 Zarkasji Abdul Salam, Oman Fathurohman, Pengantar Ilmu Fiqih Ushul Fiqih 1, 

(Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam 1994), h. 118-119 

23
 Suwarjin, Ushul Fiqih, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 148-149 
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„Urf dengan dalil Al-Qur‟an dan Hadits. Mereka mengemukakan 

dalilnya : 

  خُذِ الْعَفْىَ وَأْهُزْ باِلْعُزْفِ وَاعَْزِضْ عَيِ الْجَاهِلِييَْ 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 

ma‟ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” 

(Q.S Al-A‟raf [7]: 199).
24

 

 Diantara hadits yang dijadikan kehujjahan „urf adalah hadits yang 

diriwayatkan jama‟ah selain Tirmidzi yang menceritakan kisah 

pengaduan hindun perihal sifat bakhil suaminya, Abu Sufyan dalam 

pemberian nafkah, beliau bersabda : 

“Ambillah (ambillah dari harta suamimu) kadar yang cukup untukmu 

dan anakmu menurut ukuran yang cukup” 

Disamping dalil-dalil tersebut, para ulama menggunakan „Urf 

sebagai dalil mengemukakan beberapa argument kehujjahan „Urf : 

1) Kita mendapati Allah dan meresapi „urf-„urf orang arab yang 

dipandang baik. 

2) „Urf pada dasarnya disandarkan pada salah satu dalil-dalil syara‟ 

yang mu‟tabarah. 

3) Para ulama dari masa kemasa telah menggunakan ijma‟ sebagai 

dalil atau hujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para 

ulama mengakuinya sebagai dalil.
25

 

                                                             
24

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 

2005), Cet, ke-5, h. 406 
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c. Macam-macam „Urf 

Para ulama fiqih membagi „Urf menjadi tiga macam : 

1) Dari segi objeknya, „urf dibagi kepada: Al-„Urf Al-

Lafzhi (kebiasaaan yang menyangkut ungkapan dan Al-„Urf Al- 

Amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) 

a) Al-„Urf Al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam 

mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang 

dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Misalnya 

ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata-kata 

daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang 

mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki 

berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya 

membeli daging satu kilogram,” pedagang itu langsung 

membelikan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat 

setempat telah mengkhususkan penggunaaan kata daging pada 

daging sapi. 

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan 

indicator lain, maka tidak dinamakan „urf. Misalnya seseorang 

datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat 

kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh 

dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang 

                                                                                                                                                                       

25
 Ibid. h. 153 
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dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya 

dengan tongkat. Ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-

Khayyath (guru besar fiqih dari Universitas Aman, Yordania), 

tidak dinamakan „urf, tetapi termasuk dalam Majaz (metafora). 

b)  Al-„Urf Al-„Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan perbuatan biasa atau mu‟amalah keperdataan yang 

dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat 

dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan 

kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur  kerja pada hari-

hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu 

memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu 

dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu 

dalam acara khusus. 

2) Dari segi cakupannya, „Urf dibagi dua yaitu Al-„Urf Al-

Am (kebiasan yang bersifat umum) dan Al-„Urf Al-

Khash (kebiasaan yang bersifat khusus) 

a) Al-Urf Al-Am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara 

luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. misalnya 

dalam jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk 

memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban 

serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya 

tambahan. 
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b) Al-„Urf Al-Khash adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan 

masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan pedagang apabila 

terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat 

dikembalikan dan untuk cacat lainnya  dalam barang itu, 

konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau 

juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap 

barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku 

dikalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum 

yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh 

kliennya. „Urf khas seperti ini menurut Musthafa Ahmad Al-

Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang 

sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. 

3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟, „urf dibagi menjadi 

dua yatu Al-Urf Al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan Al-

„Urf Al-Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) 

a) Al-Urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-

tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat 

atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan 

tidak pula memberikan mudlarat kepada mereka. Misalnya 

dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah 

kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagi mas 

kawin. 
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b) Al-„Urf Al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan 

dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam 

syara‟. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang 

dalam menghalalkan riba, seperti peminjamam uang antara 

sesama pedagang. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah 

kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan 

syara‟, karena pertukaran barang sejenis, menurut syara‟ tidak 

boleh saling melebihkan (H.R Al-Bukhari, Muslim, dan 

Ahmad Ibnu Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik 

peminjaman yang berlaku dizaman jahiliayah yang dikenal 

dengan sebutan Riba‟ Al-Nasi‟ah , menurut ulama ushul fiqih 

termasuk dalam kategori Al-„Urf Al-Fasid.
26

 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan 

acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian 

ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil 

penelitian terdahulu : 

Agus Suherman Tanjung   mahasiswa   Universitas  Islam   Negeri   

Raden Fatah Palembang dengan judul skripsi: “Perspektif Hukum Islam 

dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok di 

Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara". 

                                                             

26
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2013), h. 139-141 



25 

 

 

Penulis dan penelitian Agus Suherman Tanjung sama-sama meneliti 

tentang perkawinan satu marga. Sedangkan perbedaan penelitian Agus 

Suherman Tanjung dengan penelitian penulis terletak   pada   tinjauan   hukum   

islamnya,   Agus Suherman Tanjung membahas   tentang pandangan ulama 

mengenai perkawinan satu marga, sedangkan penulis lebih fokus  kepada  

prespektif hukum Islam terhadap perkawinan satu marga.  

Enni Fitriani,   mahasiswa   Universitas  Islam   Negeri Fatmawati 

Sukarno Bengkulu dengan judul skripsi: “ Pernikahan Semarga dalam adat 

Mandailing Perspektif Maslahah Mursalah.” Dalam skripsi ini lebih fokus 

terhadap Perspektif Maslahah Mur salah ” 

Penulis dan penelitian Enni Fitriani sama-sama meneliti tentang 

pernikahan satu marga. Sedangkan perbedaan penelitian Afriziandi dengan 

penelitian penulis terletak pada Perspektif nya, Enni membahas tentang 

pernikahan satu marga perspektif maslahah mursalah sedangkan penulis lebih 

fokus  kepada perspektif hukum Islam terhadap  pernikahan satu marga.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), karena data yang dibutuhkan peneliti ada di Desa Panyabungan Jae. 

Peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara 

jelas tentang berbagai hal mengenai pernikahan satu marga. Peneliti akan 

menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan tentang 

pernikahan satu margai desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan 

Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara. 

 

B. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2, yaitu:  

a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer 

didapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer 

dapat berupa opini subyek orang secara individu maupun kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik). 

Adapun sumber data primer pada penelitian ini langsung dari masyarakat 

Desa Panyabungan Jae, baik mereka sebagai pengantin,tokoh adat, tokoh 

agama, maupun tokoh masyarakat.  
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b. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui pihak media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang di 

publikasikan maupun tidak di publikasikan. 

 

C.  Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek peneliti adalah penghulu adat, tokoh agama dan masyarakat yang 

melakukan pernikahan satu marga 

b. Objek peneliti adalah  pernikahan satu marga 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 orang 

tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 3 pasangan yang melakukan pernikahan 

satu marga.  

Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode total 

sampling, yang mana jumlah sampel sama dengan populasi. Sampel ini 

digunakan jika jumlah populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 30 orang. 

Total sampling disebut juga dengan sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sebagai sampel. Peneliti beralasan menggunakan total sampling 

yaitu karena jumlah populasi yang kurang dari 100. 
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E. Teknik  Pengumpulan Data  

Secara umum di dalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara data 

yang diperoleh seccara langsung dari masyarakat sebagai sampel (data 

primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder) untuk kedua jenis ini peneliti 

menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data. Adapun teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah melihat secara langsung kondisi orang-orang 

yang melakukan pernikahan satu marga. Pengamatan dan peninjauan 

lapangan dilakukan di Desa Panyabungan Jae, Kecamatan Panyabungan, 

Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan 

Interview Guide (pedoman wawancara). 

 Adapun target dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri 

dari 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 3 pasangan yang 

melakukan pernikahan satu marga di Desa Panyabungan Jae. 
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c. Dokumentasi  

Dokumen yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa 

dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi 

masyarakat Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan serta hal-hal 

lain yang berhubungan dengan objek penelitian.   

 

F. Teknik  Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif,data yang muncul lebih 

banyak berwujud kata – kata, bukan angka. Maka analisis data adalah proses 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkannya, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. 

 

G. Teknik  Penulisan  

a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif, 

Deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis 

dan di uraikan secara khusus.  

b. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu 

sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari 

data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.  
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H. Sistematika Penelitian  

Untuk memperoleh penulisan penelitian ini, penulis menyusunnya 

secara sistematis dalam lima BAB, yaitu sebagai berikut :  

BAB I  :  Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab 

ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan kegunaan penelitian.  

BAB II  : Membahas tentang gambaran umum tentang pernikahan yang 

terdiri dari pengertian pernikahan, rukun dan syarat nikah, 

landasan hukum pernikahan, hukum nikah, orang-orang yang 

haram di nikahi, tinjauan umum tentang „urf yang terdiri dari 

pengertian „urf, dasar hukum „urf, macam-macam „urf, serta 

tinjauan penelitian terdahulu. 

BAB III  : Membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis 

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, 

populasi dan sampel, sumber data, teknik penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB IV  :  Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi 

georafis, tingkat pendidikan, agama, social dan budaya. Pada 

bab ini juga berisi tentang penyebab larangan pernikahan satu 

marga dan Perspektif Hukum Islam terhadap larangan 

pernikahan satu marga. 

BAB V  :  Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Alasan yang mendasari perkawinan satu marga dilarang dalam adat 

masyarakat Mandailing di desa Panyabungan Jae adalah: 

1. Hubungan kekerabatan secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu 

kakek, nenek, saudara ayah dan saudara ibu. Namaun pada masyarakat 

Panyabungan Jae kekerabatan itu lebih luas lagi dengan keluarga lain 

diluar ikatan sedarah yang secara umum disebut dengan Dalian Na Tolu 

2. Menjaga partuturan Adat Batak dan Mandailing sangat kental dengan 

partuturon. Tutur merupakan kata kunci dari kekerabatan dalam 

masyarakat Mandailing, kata tutur itu pula yang akan mementukan posisi 

orang dalam jaringan Dalian Na Tolu 

3. Peranan tutur adat Perkawinan semarga (namariboto) dianggap sebagai 

perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadatkan. 

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki 

dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun marga 

yang lain dengan marga yang sama dengannya). Adat istiadat merupakan 

jati diri masyarakat Mandailing. Setiap masyarakat wajib berbuat atau 

bertindak sesuasi dengan aturan adat yang didasarkan oleh dailan na tolu 

termasuk dalam penyenggaraan upacara adat seperti acara kelahiran, 

perkawinan, kematian dan selainnya. 
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Dalam Al-Qur‟an tidak terdapat ayat yang mengharamkan Perkawinan 

satu marga atau perkawinan antar sepupu dan ini berarti keturunan dari 

saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu yaitu tidak termasuk mahram. 

Dengan demikian seseorang boleh dan sah menikahi dengan adik atau kakak 

sepupu. Adapun mahram dalam fiqh dan semarga dalam adat ialah , Anak 

perempuan dan termasuk didalamnya cucu perempuan sampai kebawahnya. 

Dikarenakan garis keturunan yang bersifat patriliniel dalam adat Mandailing, 

maka secara otomatis marga pun ditentukan oleh pihak ayah, misalnya ayah 

bermarga Lubis, maka anak-anaknya pun bermarga Lubis. 

 

B.   Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai pernikahan satu marga di Desa 

Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal 

penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Karena pernikahan bukan hanya urusan individual semata, tetapi berkaitan 

dengan kedua pihak keluarga dan orang-orang disekitarnya, maka demi 

tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebgai pembentukan 

keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga melahirkan masyarakat 

yang madani, penulis memaparkan beberapa saran yang berdasarkan 

penelitian yang penulis lakukan 

2. Hendaknya orang tua yang mau menikahi anaknya melihat dari segi 

kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan keluarga yang seknifikan 
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walaupun satu marga itu tidak apa-apa karena si laki-laki dan si 

perempuan beda nasabnya. 

3. Untuk para tokoh adat dan ulama mengkaji lebih dalam dan lebih teliti lagi 

dalam memutuskan apakah perkawinan itu boleh dilaksanakan atau tidak, 

dilahat dari tutur mandailing, kekerabatannya. Di zaman sekarang 

misalnya seorang laki-laki bermarga Lubis merantau ke Jakarta, dan di 

Jakarta bertemu perempuan yang marganya sama Lubis, dan ditelusuri 

berdasarkan garis keturunan tidak menemui titik kekerabatan diantara 

keduanya. Jadi para tokoh adat dan ulama jangan terfokus pada masalah 

semarganya saja.  
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Oleh : Iswatun Hasyanah  

 

KERANGKA WAWANCARA 

1. Apa yang dimaksud dengan Maantau menurut bapak sendiri? 

2. Apakah tujuan dari tradisi Maantau itu? 

3. Apakah manfaat dari tradisi Maantau tersebut? 

4. Dalam pelaksanaan tradisi Maantau apakah ada kendala ataupun problem 

yang menghambat dalam jalannya tradisi ini? Kalau ada apakah faktor 

penyebabnya? 

5. Apakah bapak setuju dengan tradisi Maantau ini? 

6. Apakah ada sanksi bagi pengantin yang tidak mengikuti tradisi Maantau ini? 
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DOKUMENTASI 

   

Wawancara dengan Tokoh Agama (Bapak Zainuddin Hasibuan) 

  

Wawancara dengan Tokoh Adat (Bapak Saven Nasution)  

 
 



 

 

Pasangan Najamuddin  Nasution & Rosliana Nasution  

 
 

  

Pasangan Habibi Lubis & Saijah Lubis  

          

                    

  



 
 

 

( Pasangan Rajab  Nasution & Ramadhani Nasution) 
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